
·BUPATI LAMPUNG TIl\1VR
 

" PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUN9 TIl\!IUR 

NONIOR: 21 TAHUN : 2000 \ 

TENTANG 

RETRIBUSI DAFTAR ULANG TANDA" DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) SLR-\T
 

IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)
 

DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)
 

KABUPATEN LAMPUNG TIl\1TJ1{ 

DENGAN HAKHMATTUHAN YANG NIAHA ESA 
,".

BUPATI LAMPUNG TINIDR 

Menirllbang ; a.	 bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah dari sektor
 

Industri dan Perdagangan Kabupaten Lampung Timur dipandang perlu
 

mengatur taripRetribusi Daftar Ulang Tanda Daftar Perusahaan (TDP),
 

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIDP), Tanda Daftar Gudang (TDG)
 

Dan T?nda Daftar Industri (TDI);
 

b. bahwa untuk terlaksananya rnaksud tersebut di atas perlu ditetapkan 

dan dituangkan dalarnPera~ran Daerah; 

Mengingat 1. Undang-undang Nornor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Dati I
 

Lampug ( Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan
 

Lernbaran Negara Nomor 2688 );
 

2.	 Undang-undang NOmOi"(; Tahun 1981 tentang Hokum Acara Pidana 

( Lembaran Negara'I'ahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran 
, 

Negar.i Nomor 3209 ); .	 f " 

3.	 Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 ); 

J.	 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Penglolaan 

Lingkungan Hidup "( Lembaran Negara Nomor 68 Tchun 1997, 

Tamoahan Lembaran Negara Nomor 3699 ); 



5.	 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 ten.ang Pembentukan 

Kabupaten Daerah Tingkat IT Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat 

II Lampung Timur dan Kota Madva Dati IT Metro ( Lembarcn Negara 

Tahua 1999 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825). 

6.	 Und..ng-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 

( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3839); 

7.	 Peraiuran Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah 

( Lembaran Negara Tahun 1097 Nomor 55, Tambahan Lembaran 

Negara 3692 ); 

8.	 Peraturan Meteri Kehakiman Nomor M. 04-P\'V. 07. 03 Tahun 1984 

tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ; 

9.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil eli lingkungan Pemerintah Daerah ; 

10.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata 

Cara Pemungutan Retribusi Daerah ; 

11.	 Peiaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tara 

Cara Pemeriksaan eli Bidang Retribusi Daerah ; 

12.	 Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor : 590/ lvIFP . Kep .. 10/ 

1999 Tanggal 13 Oktober 1999 . tentang Ketentuan <1.1n Tata Cara 

Pernberian Izin Usaha . Industri, lzin Perluasan dan Tanda Daftar 

Industri ; 

f 
!DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN LAlvIPUNG TllvruR. 

lVIEMUTUSKAN 

Menetapkan PERATFRAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TfiICR 

TENTA..~G RETRIBUSI DAFTAR ULANG TANDA DAFTAR 

PERUSAlIAAN (TDP), Sl'RL\.T lZIN USAHA PERDAGANGAi"i 

(SIUP), TM'DA DAFTAR GUDANG (TDG) DAN TANDA 

DAFTAR INDUSTRI (TDI) KABUPATEN LAMPUNG TIMUR. 



BABI
 

KETENTUAN UMUwI
 

Pasall
 

Dalam Peraturan Daerah ni yang dimaksud dengan : 

1.	 Pernerintah Daerah adalah : Pemerintahan Daerah Lampung Timur, 

2.	 Kepala Daerah adalah : Bupati Lampung Timur. 

3.	 Daerah adalah : Kabupaten Lampung Timur. 

4.	 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Lampung Timur. 

5.	 Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah : Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Kabupaten Lampung Timur. 

6.	 Kepala Dinas adalah : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 

Lampung Timur. 

7.	 Perusahaan adalal, setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan Industri dan 

Perdagangan. 

8.	 Industri : adalah setiap kegiatan yang mengubah bahan mentah/bahan baku menjadi 

bahan serengah jadi atau bahan jadi yang mempunyai nilai tambah. 

9.	 Tanda Daftar Industri (TD!) adalah: setiap izin usaha industri yang telah ~ 

dikeluarkankan olel. Dinas Perindustrian danPerdagangan, 

10.	 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah : setiap izin usaha perdagangan yang 

mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Lampung Tiruur, 

11.	 Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ada1ah: setiap perusahaan Industri, Perdagangan dan 

Jasa yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Lampung Timur. 

12.	 Tanda Daftar Gudang (IDG) adalah : setiap izin usaha perdagangan di Kabupaten 

Lampung Timur . 

13.	 Daftar Ulang adalah : Kewajiban pemilik TDI, illP, SIUP dan TDG untuk mendaftar 

setiap tahun di Kabupatcn Lampung Timur. 

14.	 Retribusi adalah : pungutan yang dikenakan kepada setiap pemilik usaha industri dan 

atau perdagangan yang akan memperpanjang Tanda Daftar Perusahaan, Surat Izin 

Usaha Perdagangan (SIlJP), Tanda Daftar Industri (TD!) dan Tanda Daftar Gudang 

(TDG). 

15.	 Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur. 



..

BABII
 

KEWAJ1BAN T"fE}./IPERULEH TANDADAFTAR ULANG .PERUSAH/\AN (I'DP). 

SURAI' 12lN 'CSAHA PEKDAGANGAN (SIUP), 'IANDA DAFTAR GlJDANG ('IDG) 

DAN I'A}...TJ)A DAFTAR nmUSTRl ('IDl). 

Pasal2 

Setiap Usaha Perdagangan dan atau Inc1ustri Waj.b mendafrarkan Usaha Perdagangan kepada 

Bupati Lampung Timur atau Pejabat yang di tunjuk. 

Pasal3 
o 

Pendaftaran dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan mengrsi fonnulir yang telah di 

tentukan oleh Kepala Daerah. 

BABIII 

KKWAJIBAN DAFTAR ULANG 

Pasal4 

Pemilik usaha Industri dan atau Perdagangan setiap 1 (satu) tahun wajib melakukan daftar 

ulang. 

Pasal5 

Pendaftaran ulang yang dimaksud dilakukan dengan mengisi blanko formulir yang telah 

disiapkan oleh Kepala Daerah. 

BAB IV 

RETRIBlJSI 

Pasal6 

Perusahaan Industri clan atau Perdagangan yang melakukan daftar ulang dan mendaptakan 

Surat Keterangan claftar ulang wajib membayar Retribusi. 



BABV
 

PENGGOLONG.t.\N USAHA INDUSTRI DAN ATAU PERDAGANGAN
 

SERfA KETET.\PAN RETHJBUST
 

Pasal7
 

Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal (6) diadakan penggolongan Perusahaan yang 

ditetapkan sebagai berikut : 

a. Golongan	 I : Yaitu Perusahaan dan atau industri yang mempunyai modal dan 
kckayaan dibawah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah). 

b. Golongan	 II Yaitu Perusahaan dan atau industri yang mempunyai modal dan 

kekayaan dibawah Rp. 15.000.000,- (Lima belasjuta rupiah). 

c.	 Golongan III 'faitu Perusahaan dan atau industri yang mempunyai modal dan 

kekayaan dibawahRp. 20.000.000,- (Duapuluhjuta rupiah). 

d. Golongan	 IV Yaitu Perusahaan dan atau industri yang mempunyai modal dan 

kekayaan dibawah Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lirnajuta rupiah), 

e.	 Golongan V Yaitu Perusahaan dan atau industri yang mempunyai modal dan 

kekayaan dibawah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah). 

f.	 Golongan VI Yaitu Perusahaan dan atau industri yang mernpunyai moda1 dan 

kekayaan dibawah Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), 

g. Golongan	 VII Yaitu Perusahaan dan atau industri yang mempunyai modal dan 

kekayaan dib.iwah Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta 

rupiah). 

h. Golongan VIII	 Yaitu Perusahaan dan atau industri yang mempunyai modal dan 

kekayaan dibawah Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah). 

I.	 Golongan L'C Yaitu Perusahaan dan atau industri yang mempunyai modal dan 

kekayaan dibawah Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta 

rupiah). 



J.	 Golongan X : Yaitu Perusahaan dan atau industri yang mempunyai modal dan 

kekayaan dia.as Rp. 250.000.000,- (Dna ratus lima puluh juta 

rupiah). 

Pasal8 

Besamya Retribusi untuk daftar ulang tiap golongan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Suiat 

Izin Usaha Perdagangan (STIJP), Tanda Daftar Gudang (TDG) dan Tanda Daftar Industri 

(TDI) ditetapkan sebagai berikut : 

a. Golongan I ....... ....... .... ............... Rp. lO.OOO,- setahun
 

b. Golongan II • ••••••.•••••••••••••••••••••••• o. Rp. 15.000,- setahun 

c. Golongan III	 Rp. 20.000,- setahun• •••••••••• 0 •• •• •••••••••••••••••• 

d. Golongan IV	 Rp. 25.()00,- setahun... e	 • ••••••••••••• '0 •••••••••••••••••• 

.0 ••••••••••••••••••••••••••••••••e. Golongan V	 Rp. 50.000,- setahun 

f. Golongan VI	 Rp. 100.000,- setahun•••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••• 

g. Golongan VII ................................... Rp. 150.000,- setahun
 

•••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••h. Golongan vm	 Rp.200.000,· setahun 

••• ,· •• • ••• 0 •••••••••••••••••••••••1. Golongan IX	 Rp.250.000,· setahnn 

'J. Golongan X	 Rp.300.000,· setahun• •••••••••••••••• '0'0 ••••••••••••• 

Pasal9 

Pelaksanaan Pemungutan Retribusi dimasud pada Pasai (8) Peraturan Daerah ini dilakukan 

oleh Dinas Perindustrian dm Perdagangan Kabupateu Lampung Timur. 

Pasall0 

Atas hasil Pungutan Retribusi dimaksud pada Pasal (9) Peraturan Daerah ini merupakan 

Pendapatan Daerah yang hams disetorkan sepenuhnya ke Kas Dacrah melalui Bendaharawan 

khusus Penerima Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 

Pasal11 

Kepada unit pengelola dan petugas pemungut diberikan upah pungut yang besarnya sesuai 

dengan Peraturan yang berlaku. 



Pasal12 

Pejabat atau Petugas Pemungut dilarang menarnbah besarnya Retribusi yang dimaksud pacta 

Pasal (8) Peraturan Daerah in; dengan cara apapun. 

BABVl
 

KETENTUAN PI DANA
 

Pasal13
 

(1.)	 Barang siapa yang melanggar Ketentuan Bab, IV dan Pasal 6 Perda ini diancam 

dengan Pidana Kurungan selama-lamanya 6 bulan dan atau dengan sebanyak

banyaknya Rp. 5.000.000,- (Limajuta rupiah). 

(2.) Tindak Pidana dimaksnd pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
 

-(3.) Petugas Pelaksana yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata
 
'II~.-

merugikan Pemda dan atau masyaraka: pemegang izin diambil tidakan tegas sesuai 

Peratauran Perundang -undangan yang berlaku. 

BAB VII
 

KETENTUAN PENYIDIKAN
 

PasaJ 14
 

(1)	 Se1ain oleh Pejabat Penyidik Umum yang berrugas menyidik Tindak Pic1ana, penyidik 

atas tindak pidana yang dimaksud pasal13 ayat (1) dan (2) Perarturan Daerah ini, dapat 

juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah 

Daeran Kabupaten r.ampung Timur,yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan 

Peeraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

(2)	 Dalam melaksanakan tugas penyidikan para penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang : 

a. Menerima laporar atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. 

b. Melakukan	 tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan me1akukan 

pemeriksaan, 

c.	 Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka. 

d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat dengan izin Ketua Pengaclilan N egeri. 

e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang, 

f.	 Memanggil orang untuk didengar clan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, 

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan 

perkara. 

0 



h. Mengadakan penghentian penyidikan sete1ah me ndapat petunjuk dan penyidik umum 

bahwa tidak terdapat cukup bukti arau peristiwa terebut bukan merupakan tindak 

pidana, dan selanjutnya melalui penyinik umum memberitahukan hal tersebut kepada 

penuntut umum, tersangka atau ke1uarganya. 

1. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. 

BAB VIII
 

KETENTUANPENUTUP
 

Pasal15 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketenruan yang mengatur hal yang 

sarna atau bertentangan dengan peraturan Daerah in: dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal16 

.·Ha1-ha1yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ...~ 

akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah. 

Pasal17
 

Peraturan Daerah ini mu1ai berlaku pada tangga1 di undangkan,
 

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya da1am Lembaran Daerah K..Lupaten Lampung 1 imur. 

Ditetapkan eli ; Sukadana 
/,' - ~ pa9a ~1ngga1 : 310ktober 2000 

, ., ---- , \

«;,/ ,B~A1\LAl\·1PUNG THviUR 
! it: r . ," ~ \ .. , ~_ £JJ 

•\'\~:'~~ 
i ..j ".'. < ..' ~ ,'-, ";~,. 

/ <J , \ \ 

, ". II'.lI. IRFAN N. DJAFAR, CES 

Disetujui oleh DPkD Kabupaten Lampung Timur 
Dengan Surat Keputusan Nomor : 170 / 28 / X / SK / DPRD - LTIv1 / 2000 
Tangga1 31 Oktober 2000 

- ..... 
I 

LEM~BARA1'\l DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUH. TAl-IUN 2000 NOMOR: 21 

o 


